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Abstract: 

The law plays an active role in providing a sense of security for everyone in all situations, including the current 

Pandemic situation. The Corona pandemic caused multidimensional shocks, such as in the education, health and 

economic sectors. Compared to other sectors, it is the economic sector that has the most attention. The Central 

Statistics Agency noted that the rate of economic growth in Indonesia experienced a slowdown which fell in the 

first quarter of 2020, which was only 2.97%. Meanwhile, economic growth in the first quarter of 2019 was at 

5.07%. The impact of the corona pandemic in the economic sector also has an impact on the labor sector. The 

Indonesian government has implemented a policy to work from home (WFH) since mid-March 2020. However, 

not all work can be done from home so that many workers still have to experience layoffs. The government 

should make regulations at the level of laws in order to better protect workers. This is important so that workers 

can still make ends meet in difficult times like this. 
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Abstrak:  

Hukum berperan aktif untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang dalam segala situasi, termasuk situasi 

Pandemi saat ini. Pandemi Corona menimbulkan guncangan multidimensi, seperti dalam sektor pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, sektor ekonomi yang paling banyak 

disoroti. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan 

yang jatuh di Kuartal I/2020, yaitu hanya 2,97%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2019 be-

rada di angka 5,07%. Dampak pandemi corona dalam bidang ekonomi turut berimbas pada bidang ketenagaker-

jaan. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 

sejak pertengahan Maret 2020. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah sehingga banyak 

tenaga kerja yang masih harus mengalami PHK. Pemerintah seharusnya membuat peraturan setingkat undang-

undang agar dapat lebih melindungi pekerja. Hal ini menjadi penting agar para pekerja tetap dapat memenuhi 

kebutuhan hidup di masa-masa sulit seperti ini. 

Kata Kunci: Hak; Force Majeure; Pekerja 
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Prolog 

Hukum berperan aktif untuk memberikan rasa aman bagi se-

tiap orang dalam segala situasi, termasuk situasi yang tengah diala-

mi dunia beberapa bulan terakhir ini. Seluruh dunia termasuk Indo-

nesia digemparkan oleh adanya pandemi Coronavirus Disease  

(COVID-19). Pandemi Corona menimbulkan guncangan multidi-

mensi, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, sektor ekonomi yang 

paling banyak disoroti. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan yang 

jatuh di Kuartal I/2020, yaitu hanya 2,97%. Sementara itu, pertum-

buhan ekonomi pada Kuartal I/2019 berada di angka 5,07%. 

Dampak pandemi corona dalam bidang ekonomi turut berim-

bas pada bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia memberla-

kukan kebijakan untuk bekerja dari rumah atau Work  From Home  

(WFH) sejak pertengahan Maret 2020. Akan tetapi, tidak semua 

pekerjaan dapat dilakukan dari rumah sehingga banyak tenaga kerja 

yang masih harus mengalami PHK. Berdasarkan data Kementerian 

Ketenagakerjaan hingga 27 Mei 2020, jumlah pekerja yang terkena 

PHK adalah sebanyak 1,79 juta pekerja (Idhom, 2020). Berkaca dari 

kenyataan itu, maka sangat diperlukan hadirnya hukum yang mem-

berikan perlindungan bagi pekerja. Hal ini juga seirama dengan sa-

lah satu adagium hukum yang berbunyi, “Lex Samper Dabit Remedi-

um”, yang berarti hukum selalu memberi obat. 

Hukum seharusnya hadir untuk melindungi pekerja di tengah 

problematika yang disebabkan pandemi saat ini. Permasalahan terse-

but diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), unpaid  leave , 

pengurangan jam kerja, dan penundaan pemberian gaji dengan 

beban kerja yang sama. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja 

dikarenakan oleh hal-hal tertentu (Mayrusta Dwi Murti & Purnomo, 

2018). Berdasarkan Pasal 156 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun  2003, setiap pekerja yang mengalami PHK berhak menerima 
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uang pesangon. Kemudian permasalahan yang terjadi yaitu Unpaid  

leave berarti hak dan kewajiban pekerja dibatalkan sementara, namun para 

pekerja tidak diberhentikan atau tidak mengalami PHK. Beberapa 

perusahaan menawarkan pilihan unpaid  leave kepada pekerja, 

bahkan ada juga perusahaan yang langsung meminta pekerjanya un-

tuk melakukan unpaid  leave  (Purnomo, 2019). 

Selain permasalahan PHK dan Unpaid  Leave , terdapat juga per-

masalahan pengurangan jam kerja bagi para pekerja. Banyak perus-

ahaan mengambil opsi ini dalam rangka mendukung kebijakan social 

distancing yang dibuat oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pemotongan 

jam kerja, beberapa perusahaan juga melakukan pemotongan gaji 

bagi karyawannya (Iping, 2020)  

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap permasalahan 

yang terjadi harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. 

Indonesia memiliki payung hukum yang mengatur sistem 

ketenagakerjaan di Indonesia secara khusus. Payung hukum tersebut 

terdapat di dalam konstitusi, tepatnya Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. 

Pasal terkait menjamin hak seluruh warga negara Indonesia untuk 

mendapatkan pekerjaan. Selain itu, setiap warga negara juga me 

miliki hak yang sama atas perlindungan hukum sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Perihal ketenagaker-

jaan juga diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. Setiap payung hukum yang telah 

dipaparkan sebelumnya bertujuan untuk melindungi seluruh tenaga 

kerja di Indonesia (Michael, 2016) 

Hukum bertujuan untuk memberi menjamin keadilan, kepas-

tian, dan memberi kemanfaatan bagi setiap orang. Oleh karena itu, 

setiap pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan akan dikenai 

sanksi atas tindakannya tersebut. Bila pihak yang berwenang mem-

beri upah melanggar kewajibannya, maka pekerja dapat menuntut 

agar menerima haknya yang belum terpenuhi. Pihak pemberi upah 

akan dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 185 UU 
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Ketenagakerjaan. Selain itu, pelanggaran terhadap jam kerja yang 

berlaku pun akan diberikan sanksi, berdasarkan Pasal 187 Ayat (1) 

UU Ketenagakerjaan.  

Hukum tentang ketenagakerjaan tidak serta merta meniadakan 

kemungkinan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran terhadap hukum 

dapat disebabkan oleh masih terbatasnya substansi hukum sehingga 

belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pekerja. Pelanggaran 

yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan kian memburuk karena 

situasi pandemi corona. Pelanggaran yang terjadi meliputi kasus-

kasus yang terjadi antara para pengusaha dan tenaga kerja di tengah 

masa pandemi. Kasus-kasus tersebut diantaranya masalah PHK, 

pemotongan upah dengan beban kerja yang sama, dan PRT yang 

dipecat tanpa mendapatkan uang pesangon. 

Kasus PHK sepihak tanpa diberikan pesangon dialami oleh dua 

orang karyawati asal Palembang yang bekerja pada perusahaan 

tekstil di Tangerang. Mereka berdua di PHK tanpa diberikan pesan-

gon setelah bekerja selama 1 tahun lebih. Para karyawati ini di PHK 

dengan alasan perusahaan tidak dapat membayarkan upah mereka. 

Mereka juga dipaksa keluar dari kontrakan sebab tak mampu me-

lunasi uang sewanya. Hal ini membuat kedua karyawati yang 

berinisial J dan E hidup terlantar di daerah Saung KWT 60A Dumpit, 

Jatiuwung, Kota Tangerang. Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Tange-

rang, Caryo mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan 

layanan penampungan sementara yang terdapat di Balai Mulya Jaya 

Jakarta. Selanjutnya, terdapat kasus pemotongan upah dengan beban 

kerja yang sama yang dialami oleh para pekerja pers. Para pekerja 

media ini dapat dikatakan juga sebagai garda terdepan di tengah 

situasi keterbatasan akibat wabah pandemi COVID-19 ini. Pers tetap 

profesional dalam menyebarkan informasi mengenai perkembangan 

COVID-19 kepada masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

pers menyatakan terdapat pengaduan pemotongan upah para peker-

ja pers yang berstatus sebagai pekerja tetap. Direktur LBH Pers, juga 

berpendapat bahwa pemotongan upah dapat menjadi salah satu opsi 
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bagi para pengusaha. Akan tetapi hal tersebut harus melalui tahap 

komunikasi antara pihak pengusaha dan pihak pekerja.  

Selain itu, pandemi corona sangat berdampak pada pekerja rumah 

tangga (PRT) yang belum mendapat perlindungan dari kerangka 

hukum secara spesifik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menga-

takan bahwa sebenarnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 

Perlindungan PRT telah dimasukkan dalam Program Legislasi Na-

sional. RUU tersebut belum disahkan hingga saat ini meskipun telah 

ditunda selama 15 tahun. Oleh karena itu, terjadi kasus dimana ter-

dapat beberapa PRT yang dipecat hanya melalui media sosial. Para 

pekerja rumah tangga tersebut dipecat tanpa diberi gaji maupun pe-

sangon. Hal ini menyebabkan mereka harus berjuang untuk ber-

tahan hidup, meskipun tidak ada penghasilan sama sekali. Beberapa 

pekerja rumah tangga mengaku telah mencoba memperjuangkan 

hak mereka dengan menempuh jalur hukum. Lihat Tabel 1.  
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Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Ashabul 

Kahfi 

Perlindungan 
Hukum Ter-
hadap Tena-

ga Kerja 

Sistem hukum ketenagakerjaan nasional memuat perlindungan bagi 
pekerja, yang mencakup perlindungan tentang upah, kesejahteraan, 
jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan keselamatan dan 
kesehatan kerja, perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi 
anggota serikat pekerja/serikat buruh, serta perlindungan atas hak-
hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha (Kahfi, 
2016). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu belum dimasukkan 
force majeure secara kompleks sehngga dapat mengubah sistem 

hukum ketenagakerjaan yang telah ada. 

Barzah 
Latu-

pono 

Perlindungan 
Hukum dan 
HAM Ter-
hadap Peker-
ja Kontrak di 

Kota Ambon 

Pekerja kontrak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilahirkan sama 
dengan yang lainnya, yaitu memiliki Hak Asasi Manusia.  Maka dari 
itu HAM yang dimiliki tidak boleh diambil oleh orang lain. HAM yang 
dimiliki oleh para pekerja kontrak juga telah diakui secara universal 
dan tercantum pada Piagam bangsa-bangsa, salah satunya 
mengenai jaminan untuk dilindungi sesuai dengan nilai-nilai pancasi-
la, agama dan kemanusiaan. Serta tercantum juga di dalam UUD 
1945 yang merupakan tujuan negara. Bukan hanya itu HAM yang 
dimiliki oleh tenaga kerja kontrak juga dilindungi dengan adanya Pera-
turan Perundang-Undangan yang mengatur (Latupono, 2011). Perbe-
daan dengan penelitian penulis yaitu hanya menggunakan pengakuan 

hak asasi manusia secara universal dalam penyelesaiannya. 
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Perbandingan Penelitian 

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis terdorong untuk 

meneliti lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum bagi peker-

ja di tengah situasi pandemi corona. Penulis ingin mengetahui 

pengaturan perlindungan hukum bagi para pekerja bila melihat pada 

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, penu-

lis ingin menganalisis secara mendalam mengenai dasar hukum per-

lindungan pekerja, khususnya di tengah situasi pandemi saat ini. 

Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum, terutama mengenai 

perlindungan hukum bagi pekerja. Penulis berharap penelitian ini 

dapat mendorong pemerintah untuk segera menciptakan payung 

hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan pekerja secara menye-

luruh, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pekerja di Indo-

nesia. 

Perlindungan bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Terten-

tu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjabar-

kan dua jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu 

dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu ter-

tentu (PKWT) merupakan perjanjian yang didasarkan pada jangka 

waktu tertentu, sesuai dengan jangka berlakunya perjanjian kerja ter-

sebut atau didasarkan pada berakhirnya suatu pekerjaan tertentu 

(perjanjian pemborongan). Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan 

menjelaskan bahwa batas maksimal PKWT adalah 2 tahun dan hanya 

boleh diperpanjang atau diperbaharui untuk satu kali saja karena 

suatu hal tertentu. Perpanjangan PKWT dapat dilakukan setelah 

PKWT yang lama berakhir, yaitu melebihi 30 hari. Perpanjangan ter-

sebut hanya boleh dilakukan sekali dan catatan keseluruhan jumlah 

waktu dalam PKWT tidak boleh melebihi dari 3 tahun (“Analisis 

yuridis perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan undang-undang 

ketenagakerjaan dan hukum perjanjian,” 2017).  

Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pemutusan 
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Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan berdasarkan waktu yang 

telah diperjanjikan. Selain itu, perusahaan tidak memiliki kewajiban 

untuk memberikan uang pesangon, uang ganti rugi, maupun uang 

penghargaan masa kerja, sebagaimana yang telah diatur di dalam 

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, 

perjanjian kerja waktu tertentu juga tidak memperbolehkan masa 

percobaan. Bila perusahaan memberlakukan masa percobaan, maka 

percobaan tersebut otomatis batal secara hukum. Perjanjian kerja 

waktu tertentu harus dibuat secara tertulis karena hal tersebut wajib 

dicatatkan di instansi ketenagakerjaan (Messah et al., 2013). Sementa-

ra itu, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tidak mem-

iliki batasan waktu sampai pekerja berada pada usia pensiun atau 

bila pekerja meninggal dunia. PKWTT mengatur konsekuensi hukum 

apabila terjadi PHK, yaitu pengusaha wajib membayar uang pesan-

gon, ganti rugi, dan uang penghargaan masa kerja. PKWTT dapat 

memberlakukan masa percobaan paling lama tiga bulan, dengan 

upah tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku. Perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu dapat dibuat baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis sehingga tidak wajib didaftarkan di instansi 

ketenagakerjaan. PKWTT dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat 

tetap, yaitu pekerjaan yang bersifat tidak terputus-putus, terus-

menerus, bukan pekerjaan musiman dan tidak dibatasi oleh waktu 

(Rudi Pisteo, Fajar Sugianto, 2020). 

 

Aspek Ketenagakerjaan yang Belum Dilindungi di dalam UU No-

mor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Hukum bertujuan untuk mengatur setiap tindakan individu da-

lam bermasyarakat akan terus berubah mengikuti perkembangan za-

man. Tim penulis menilai bahwa UU Ketenagakerjaan (UUK) belum 

mampu menjawab permasalahan ketenagakerjaan dan melindungi 

para tenaga kerja di Indonesia secara menyeluruh. Penilaian ini se-

jalan dengan pendapat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan In-

dustri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan In-
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dustrial, Anton J. Supit. Ia menyampaikan bahwa UU Ketenagaker-

jaan sudah usang, tidak relevan, dan belum mampu melindungi kon-

disi dunia usaha  dan ekonomi digital saat ini (Petriella, 2019). Hal ini 

dikarenakan perkembangan zaman yang telah memasuki era industri 

4.0 yang menitikberatkan pada peningkatan efisiensi perekonomian. 

Aspek lain dari ketenagakerjaan yang belum dapat dilindungi oleh 

UUK secara benar ialah hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT).  

Tim penulis juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi 

pekerja di tengah pandemi corona berkaitan dengan kondisi force 

majeure. Force majeure merupakan suatu peristiwa tidak terduga yang 

dapat terjadi di luar kesalahan pihak terkait (pengusaha) dalam me-

menuhi prestasinya, sebelum dinyatakan lalai dan tidak dapat diper-

salahkan, serta menanggung setiap resiko yang ditimbulkan melalui 

kejadian tersebut (Sutrawaty, 2018) Konsep force majeure atau 

keadaan memaksa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1244 dan 

1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun demikian, 

definisi dari force majeure  sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit 

dalam KUHPerdata. Kausa-kausa force majeure  menurut Pasal 1244 

dan 1245 KUHPerdata adalah sebagai berikut (Adhawiyah et al., 

2019) bahwa menurut Pasal 1244 KUHPerdata, bila terjadi hal-hal 

yang tidak terduga (pembuktiannya berada di pihak pengusaha) 

yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan per-

janjian, maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori force majeure , 

menurut pasal 1245 KUHPerdata, pengusaha dikatakan berada da-

lam force majeure  apabila ia tidak memenuhi perjanjiannya karena 

disebabkan oleh keadaan memaksa dan Pasal 1245 menjelaskan bah-

wa apabila prestasi yang harus dipenuhi pengusaha ternyata dil-

arang oleh perundang-undangan yang berlaku, maka pengusaha ter-

sebut tidak wajib membayar ganti rugi (Paddeu, 2012). 

 

Teori Perlindungan Hukum Pekerja 

CST Kansil mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah 

upaya hukum yang diberikan aparat penegak hukum kepada subjek 
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hukum agar tercipta keadaan yang aman dari segala ancaman dan 

hambatan yang diberikan siapa saja. Satjipto Rahardjo mengatakan 

bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan per-

lindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui adanya per-

lindungan tersebut maka hak-hak sebagai warga negara yang telah 

diberikan oleh hukum dapat dinikmati (Priyatno & Aridhayandi, 

2018).  Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa 

pemerintah dapat melakukan perlindungan hukum kepada masyara-

kat dengan tindakan preventif dan represif.(Setyorini et al., 2020). 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum 

yang didapatkan oleh subjek hukum untuk memberikan pendapat 

atau mengajukan keberatan mengenai kebijakan yang belum 

disahkan. Sementara itu, perlindungan hukum yang didapatkan jika 

telah terjadi sengketa atau pelanggaran disebut perlindungan hukum 

represif (Asri, 2018). 

Alam. S mengatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk 

dengan rentang usia 15 tahun ke atas untuk negara berkembang dan 

penduduk yang berada pada rentang usia 15 hingga 64 tahun. Tena-

ga kerja berdasarkan status pekerjaan dapat dibedakan menjadi 

pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Pekerja lepas atau 

yang dikenal dengan istilah freelance, yaitu orang yang bekerja tanpa 

ada komitmen dengan suatu perusahaan tertentu. Selain itu, pekerja 

kontrak adalah orang yang dipekerjakan dan bekerja pada suatu pe-

rusahan dalam jangka waktu yang telah disepakati pada suatu per-

janjian tertulis. Selanjutnya adalah pekerja tetap, yang artinya orang 

yang dipekerjakan dan bekerja pada suatu perusahan dengan jangka 

waktu yang tidak tertentu (Sugianto et al., 2020). 

Pasal 1 angka 14 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memberikan definisi perjanjian kerja, yaitu perjan-

jian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

berisi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Rahmani, 

2018). Selain itu, Subekti mengatakan bahwa perjanjian kerja adalah 

perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan”. Per-
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janjian kerja dalam dibedakan menjadi dua macam menurut Undang

-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).  

PKWT merupakan perjanjian kerja yang memiliki jangka waktu ber-

laku berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, pekerjanya dise-

but sebagai pekerja kontrak. Sementara itu, PKWTT merupakan per-

janjian yang tidak didasarkan pada waktu tertent (Shalihah, 2017). 

Subekti mengatakan bahwa force majeure adalah suatu alasan 

yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memberikan 

uang ganti rugi. Selain itu, R. Setiawan berpendapat bahwa force 

majeure adalah suatu kondisi yang menghambat debitur dalam memenuhi 

prestasinya dan terjadi setelah persetujuan tersebut dibuat. Force 

majeure membebaskan debitur dari kesalahan, sehingga ia tidak harus me-

nanggung risiko yang ditimbulkan (Sudariyanto, 2018). Force 

majeure tidak serta merta dapat dijadikan alasan para pengusaha untuk 

meninggalkan tanggung jawab mereka, sehingga terdapat beberapa 

syarat untuk menyatakan suatu kondisi merupakan force majeure. 

Syarat terpenuhinya force majeure juga dikemukakan oleh Subekti, 

yaitu keadaan itu di luar kekuasaan si berutang, memaksa, dan tidak 

dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat.  

 

Pandemi Corona sebagai Salah Satu Bentuk Force Majeure 

Force majeure merupakan alasan yang melepaskan debitur dari 

kewajibannya untuk membayar ganti rugi atas wanprestasi yang 

disampaikan oleh pihak kreditur. Dasar hukum mengenai force 

majeure tercantum di dalam pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Pasal ini mengatakan bahwa, “Tidak ada  penggantian  

biaya,  kerugian,  dan  bunga, bila karena keadaan  memaksa  atau  

karena  hal  yang  terjadi  kebetulan,  debitur terhalang untuk mem-

berikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan 

sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya (Rahayu & Sugianto, 

2020). Hadirnya pandemi corona menjadi salah satu kejadian yang 

tak terduga. Dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Presiden Repub-
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lik Indonesia (RI) menetapkan bahwa penyebaran coronavirus d is-

ease merupakan salah satu bencana non alam. Pernyataan ini disampaikan 

setelah melihat dampak yang diberikan. Dampak ini diantaranya 

menghadirkan banyak korban jiwa, adanya kerugian harta benda, 

hingga berhasil menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi 

di Indonesia (terjadinya PHK besar-besaran).  

Berkaca dari hal ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai force majeure melalui 

pasal 164 ayat (1). Pada pasal ini dijelaskan bahwa pengusaha atau 

pemberi kerja dapat melakukan PHK kepada pekerjanya karena pe-

rusahaannya akan tutup disebabkan karena kerugian, atau keadaan 

memaksa (force majeure ), dengan beberapa ketentuan yang harus 

dipenuhi. Ketentuan tersebut diantaranya pekerja berhak atas uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak 

sebesar satu kali, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada 

pasal 156 ayat (2, 3, dan 4) (Sugianto, 2016). 

Pengaturan mengenai force majeure  di dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan masih terdapat beberapa kekurangan. Diantaranya 

pada UU tersebut yang membahas mengenai force majeure  hanya 

terdapat pada pasal 164 UU Ketenagakerjaan. Sehingga ketentuan 

mengenai force majeure  tidak terlalu diatur secara lengkap. Selain itu 

Undang-undang Ketenagakerjaan juga masih kurang menjelaskan 

mengenai pengertian force majeure tersebut. Sehingga pemahaman 

mengenai force majeure  biasanya hanya tertuju pada bencana-

bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kerusuhan, perang, dan 

sebagainya (Purwadi, 2019). Selain itu pengaturan mengenai force 

majeure ini juga belum memiliki terlalu memiliki kekuatan hukum, sebab 

dampak dari adanya pandemic ini banyak sekali para pekerja/buruk 

yang di PHK tanpa mendapatkan uang pesangon.  

 

Epilog 

Perlindungan hukum bagi para pekerja di Indonesia sebenar 

nya telah diatur pada Pasal 28D UUD NRI 1945. Kemudian, perlin-
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dungan hukum ini diatur lebih khusus di dalam UU Nomor 13 Ta-

hun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melihat setiap muatan pasal pada 

UU terkait, maka lingkup perlindungan terhadap para tenaga kerja 

mencakup hak-hak dasar para pekerja/buruh untuk berunding 

dengan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan 

khusus bagi para pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang 

cacat, perlindungan tentang upah, serta kesejahteraan dan jaminan 

sosial tenaga kerja. Akan tetapi, UU ini belum mampu menjawab 

permasalahan di dalam bidang ketenagakerjaan secara komprehen-

sif. Salah satu buktinya adalah UU Ketenagakerjaan belum memuat 

perlindungan secara spesifik bagi pembantu rumah tangga (PRT). 

Perlindungan hukum bagi pekerja di tengah pandemi corona 

saat ini belum jelas pengaturannya di dalam UU Ketenagakerjaan. 

Hal ini dikarenakan UU Ketenagakerjaan belum menjelaskan peristi-

wa yang termasuk dalam kondisi force majeure , sehingga penggo-

longan pandemi corona sebagai force majeure  masih kabur di mata 

hukum. Di masa pandemi ini, persoalan utama yang seringkali me-

rugikan para pekerja adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Sebenarnya, pengaturan mengenai PHK telah dicantumkan di dalam 

UU Ketenagakerjaan. PHK diusahakan untuk dihindari dan jika 

terpaksa dilakukan, maka pengusaha harus memberikan hak pekerja 

sesuai dengan yang telah diatur di dalam pasal 164 ayat 1 UU Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Tim penulis memiliki beberapa saran terkait penelitian ini. Per-

tama, pemerintah diharapkan menindaklanjuti beberapa perusahaan 

yang melanggar aturan PHK yang telah ditetapkan. Kedua, 

pemerintah sebaiknya segera menciptakan payung hukum yang 

dapat mengakomodir kebutuhan pekerja secara menyeluruh, khu-

susnya terkait dengan hak-hak pekerja dalam keadaan force majeure . 

Tim penulis menilai bahwa pemerintah seharusnya membuat pera-

turan setingkat undang-undang agar dapat lebih melindungi pekerja  

di era Normal Baru. Hal ini menjadi penting karena Normal baru ju-

ga membutuhkan payung hukum yang mengutamakan keadilan 
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hukum. Hal ini menjadi penting agar para pekerja tetap dapat me-

menuhi kebutuhan hidup di masa-masa sulit seperti ini. Ketiga, tim 

penulis juga menyarankan agar pembaca dapat menjadi lebih peka 

terhadap isu-isu sosial yang terjadi belakangan ini. Selain itu, pem-

baca juga dapat termotivasi untuk melakukan penelitian sejenis dan 

menjadikan penelitian ini sebagai acuannya. 
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